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Abstract: Technological advancements in the 21st century require educational 

institutions to adopt adaptive innovation management. This literature review 

article aims to analyze implementation strategies and challenge mitigation in 

educational innovation management within the digital era, based on 

contemporary scientific literature (2019–2026). The study synthesizes Michael 

Fullan’s change management framework, Tony Bush’s leadership models, and 

local innovation diffusion. The findings indicate that successful digital 

transformation demands three core strategies: integrating a systemic learning 

architecture to reduce administrative noise, implementing community-based 

continuous professional development (CPD) to mature teachers' TPACK 

competence, and adopting data-driven decision-making. Furthermore, barriers 

such as cultural inertia and pseudo-compliance can be mitigated through 

distributive leadership and a Tri-Level Reform alignment. In conclusion, a 

humanistic-participatory innovation governance successfully transforms 

educational institutions into agile and sustainable learning organizations. 

 

 

Abstrak: Perkembangan teknologi abad ke-21 menuntut lembaga pendidikan 

mengadopsi manajemen inovasi yang adaptif. Artikel tinjauan pustaka 

(literature review) ini bertujuan menganalisis strategi implementasi dan mitigasi 

tantangan manajemen inovasi pendidikan di era digital berdasarkan literatur 

ilmiah mutakhir (2019–2026). Kajian ini menyintesis kerangka teoretis 

manajemen perubahan Michael Fullan, model kepemimpinan Tony Bush, dan 

difusi inovasi lokal. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa transformasi digital 

yang sukses memerlukan tiga strategi utama: integrasi arsitektur pembelajaran 

sistemik untuk memangkas beban administratif, pengembangan profesi 

berkelanjutan (CPD) berbasis komunitas untuk mematangkan kompetensi 

TPACK guru, dan pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision 

making). Lebih lanjut, hambatan berupa inersia kultural dan kepatuhan semu 

(pseudo-compliance) dapat dimitigasi melalui penerapan kepemimpinan 

distributif dan penyelarasan kebijakan tiga tingkat (Tri-Level Reform). 

Simpulannya, tata kelola inovasi yang humanistik-partisipatif mampu 

mengubah institusi menjadi organisasi pembelajar yang lincah (agile) dan 

berkelanjutan. 
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PENDAHULUAN 

 

 

Memasuki pertengahan dekade 2020-an, lanskap pendidikan global mengalami disrupsi 

teknologi yang luar biasa masif. Integrasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), sistem 

manajemen pembelajaran berbasis awan (Cloud-based LMS), dan ekosistem pembelajaran hibrida 

bukan lagi sekadar alternatif, melainkan telah menjadi pilar utama instruksional. 

Lembaga pendidikan saat ini dituntut untuk menggeser peran tradisionalnya. Sekolah dan 

perguruan tinggi tidak bisa lagi sekadar menjadi agen transfer pengetahuan (transfer of knowledge), 

melainkan harus bermutasi menjadi organisasi pembelajar (learning organization) yang adaptif, 

lincah, dan responsif terhadap dinamika global yang serbacepat (Haleem et al., 2022). Oleh karena 

itu, modernisasi tata kelola menjadi prasyarat mutlak demi menjaga mutu dan relevansi kelulusan. 

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya jurang pemisah (gap) yang lebar antara 

kecepatan inovasi teknologi dan kecepatan adaptasi institusi. Banyak lembaga pendidikan terjebak 

dalam "pseudo-innovation" kondisi di mana pengadaan perangkat keras dan aplikasi digital 

dilakukan secara besar-besaran, tetapi tidak diikuti oleh perubahan perilaku pedagogis dan 

administratif yang substantif. 

Hambatan utama yang sering muncul bersumber dari dimensi manusia dan budaya organisasi, 

seperti: 

• Rendahnya kesiapan digital (digital readiness) sebagian tenaga pendidik. 

• Resistensi kultural terhadap perubahan sistem kerja dari konvensional ke digital. 

• Gaya kepemimpinan kaku yang masih mengandalkan pendekatan top-down birokratis 

(Rusdiana, 2021). 

Tanpa tata kelola yang terstruktur, investasi teknologi yang besar justru berisiko menimbulkan 

beban administratif baru dan menurunkan efisiensi institusional. 

Di sinilah letak pentingnya manajemen inovasi pendidikan. Secara konseptual, manajemen 

inovasi bukan sekadar aktivitas mengadopsi hal-hal baru, melainkan sebuah seni dan ilmu dalam 

merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengevaluasi pembaruan sistemik secara 

sengaja dan terencana (Mulyasa, 2022). 

Inovasi yang dikelola dengan baik akan memastikan bahwa adopsi teknologi berjalan selaras 

dengan visi humanis dan tujuan instruksional lembaga. Melalui manajemen perubahan yang terukur, 

potensi penolakan (resistance to change) dapat dimitigasi, sementara kapasitas profesional guru dapat 

ditingkatkan secara bertahap dan berkelanjutan (Fullan, 2023). 

Mengingat kompleksitas variabel yang terlibat, diperlukan sebuah sintesis teoretis yang kuat 

untuk memandu para praktisi dan pengambil kebijakan di sekolah. Artikel tinjauan pustaka (literature 

review) ini disusun untuk menganalisis strategi implementasi dan mitigasi tantangan manajemen 

inovasi pendidikan di era digital dengan merujuk pada literatur ilmiah mutakhir terbitan 2019–2026. 

Secara spesifik, kajian ini difokuskan pada tiga area rujukan utama: 

1. Analisis landasan teoretis manajemen perubahan dan model kepemimpinan kontemporer. 

2. Sintesis strategi operasional dalam mengintegrasikan inovasi teknologi pada tata kelola 

sekolah. 

3. Perumusan solusi manajerial dalam mengatasi hambatan kultural serta psikologis di 

lingkungan pendidikan. 

Melalui pendekatan ini, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis sekaligus 

panduan praktis bagi kepala sekolah, pengawas, dan akademisi dalam mengomandoi transformasi 

digital di institusi masing-masing. 
 

PEMBAHASAN 

Landasan Teoretis Manajemen Inovasi Pendidikan Kontemporer 

Memahami dinamika inovasi di lembaga pendidikan memerlukan kacamata teoretis yang 

multidimensional. Transformasi digital bukan sekadar proyek mekanis, melainkan pergeseran 
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paradigma kebudayaan di dalam ekosistem sekolah. Terdapat tiga pilar teoretis utama yang mendasari 

analisis ini: 

A. Tiga Dimensi Perubahan Pendidikan (Michael Fullan) 

Dalam lanskap manajemen perubahan kontemporer, Michael Fullan (2023) menegaskan 

bahwa kegagalan terbesar dalam implementasi inovasi pendidikan bersumber dari kekeliruan 

para manajer dalam mendefinisikan arti "perubahan" itu sendiri. Perubahan sering kali 

diperlakukan sebagai sebuah peristiwa tunggal ( event ) seperti peluncuran aplikasi atau 

peresmian laboratorium digital bukan sebagai sebuah proses transformasi budaya yang berjalan 

secara bertahap. 

Agar inovasi tidak berhenti sebagai kosmetik birokrasi, Fullan merumuskan bahwa 

perubahan sistemik yang sukses wajib mengintegrasikan tiga dimensi secara simultan. Jika salah 

satu dimensi absen, inovasi akan mengalami kelumpuhan struktural. 

1. Penggunaan Materi atau Teknologi Baru (The Use of New Materials/Technology) 

Dimensi ini merupakan lapisan terluar (surface level) dan paling mudah diukur secara 

kuantitatif. Dalam konteks era digital, dimensi ini mencakup pengadaan infrastruktur fisik 

dan digital, seperti jaringan internet berkecepatan tinggi, perangkat gawai, Cloud-based 

Learning Management System (LMS), hingga perangkat lunak berbasis kecerdasan buatan 

(AI-driven assessment). 

Tantangan Manajerial: Banyak pimpinan lembaga pendidikan terjebak dalam ilusi bahwa 

pemenuhan dimensi pertama ini sama dengan keberhasilan inovasi. Hambatan utama di 

tingkat ini adalah bias pengadaan (procurement bias), di mana anggaran dihabiskan untuk 

teknologi mutakhir tanpa menganalisis relevansi kegunaannya secara jangka panjang. 

2. Adopsi Praktik Instruksional Baru (The Use of New Teaching Approaches) 

Dimensi kedua melibatkan transformasi pada wilayah pedagogis dan metode kerja 

operasional. Ketika teknologi baru diperkenalkan, aktivitas instruksional di dalam kelas atau 

sistem administrasi di kantor sekolah harus ikut berubah. Guru tidak bisa lagi menggunakan 

metode ceramah konvensional satu arah di dalam platform konferensi video; mereka dituntut 

mengadopsi model flipped classroom, blended learning, atau strategi diferensiasi 

pembelajaran berbasis data analitik LMS. 

Tantangan Manajerial: Dimensi ini membutuhkan investasi waktu dan energi yang besar 

dari tenaga pendidik. Guru harus mendesain ulang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP/RPS), menyusun materi asinkronus, dan mengelola dinamika kelas hibrida. Tanpa 

adanya pengurangan beban kerja administratif non-akademik dari manajemen sekolah, guru 

akan memandang dimensi kedua ini sebagai beban kerja tambahan yang melelahkan 

(burnout). 

3. Reformasi Keyakinan atau Paradigma (The Alteration of Beliefs) 

Dimensi ketiga adalah lapisan terdalam (deep level) sekaligus core dari seluruh proses 

manajemen inovasi. Dimensi ini menyentuh aspek psikologis, nilai, filosofi mengajar, dan 

komitmen batin para pendidik. Perubahan sejati terjadi ketika guru tidak lagi menggunakan 

teknologi karena "perintah kepala sekolah," melainkan karena mereka benar-benar 

meyakini bahwa teknologi tersebut esensial untuk memicu kompetensi metakognitif dan 

kemandirian belajar (student agency) siswa di era modern. 

Tantangan Manajerial: Ini adalah dimensi yang paling resisten terhadap perubahan. Sering 

kali muncul cognitive dissonance (pertentangan batin) pada guru senior yang merasa metode 

konvensional mereka selama puluhan tahun sudah teruji menghasilkan lulusan terbaik, 

sehingga memandang digitalisasi sebagai ancaman terhadap otoritas profesional mereka. 

Pentingnya mengintegrasikan ketiga dimensi ini secara utuh berkaitan erat dengan 

fenomena yang disebut Fullan (2023) sebagai "Implementation Dip". 

Implementation Dip adalah kondisi penurunan kinerja, efisiensi, maupun motivasi 

internal yang terjadi secara temporer di awal pemberlakuan sistem baru. Penurunan ini wajar 

terjadi karena manusia sedang dipaksa keluar dari zona nyaman mereka untuk mempelajari 

keterampilan baru (Dimensi 1 dan 2) sekaligus merombak cara berpikir lama mereka (Dimensi 
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3). Rasa cemas takut gagal (tech-anxiety) dan frustrasi teknis sering kali memuncak pada fase 

ini. 

Untuk memitigasi risiko kegagalan institusional pada fase kritis implementation dip ini, 

peran manajemen inovasi pendidikan difokuskan pada dua fungsi pelindung: 

• Penyediaan Ruang Uji Coba yang Aman (Psychological Safety): Manajemen harus 

menegaskan bahwa kesalahan teknis pada awal adopsi platform digital bukanlah indikator 

kegagalan kinerja yang berimplikasi pada sanksi atau pemotongan insentif. 

• Dukungan Sumber Daya Berkelanjutan: Menyediakan teknisi siaga (helpdesk) yang 

responsif dan program peer-mentoring terjadwal untuk menjamin bahwa ketika guru 

mengalami kesulitan pada Dimensi 1 dan 2, mereka mendapatkan solusi instan sebelum 

frustrasi tersebut merusak keyakinan mereka pada Dimensi 3. 

 

B. Kepemimpinan Transformasional dan Jaringan Flat (Tony Bush) 

Jika teori Michael Fullan berfokus pada dimensi manusianya, maka Tony Bush (2020) 

menyoroti instrumen penggerak utamanya, yaitu model kepemimpinan dan tata kelola 

struktur organisasi. 

Dalam karyanya Theories of Educational Leadership and Management, Bush menegaskan 

bahwa keberhasilan inovasi pendidikan sangat ditentukan oleh model manajemen yang diadopsi 

oleh pimpinan lembaga. Struktur birokrasi sekolah tradisional yang kaku, hierarkis, dan 

bertumpu pada model formal (formal models) terbukti menjadi pembendung utama (bureaucratic 

bottleneck) bagi kelincahan inovasi digital. 

Oleh karena itu, Bush menawarkan pergeseran ke arah model transformasional dan 

model kolegial sebagai solusi tata kelola di era disrupsi. 

1. Kepemimpinan Transformasional: Membangun Visi Bersama (Shared Vision) 

Kepemimpinan transformasional berfokus pada kemampuan pemimpin dalam 

menginspirasi, memotivasi, dan mentransformasikan komitmen seluruh komponen sekolah 

demi mencapai tujuan masa depan. Di era digital, kepala sekolah tidak lagi bertindak sebagai 

"mandor" yang mengawasi kepatuhan administratif secara mekanis, melainkan sebagai 

visionary leader. 

• Urgensi dalam Inovasi: Ketika platform digital baru diterapkan, kepala sekolah 

transformasional tidak sekadar mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kewajiban 

penggunaan platform. Mereka akan membangun narasi yang kuat tentang mengapa 

perubahan ini penting bagi masa depan siswa, mengomunikasikannya dengan empati, 

dan menyelaraskan inovasi tersebut dengan nilai-nilai idealistik para guru. 

• Dampak Psikologis: Pendekatan ini mampu mereduksi kecemasan teknologi (tech-

anxiety) karena guru merasa dilibatkan dalam sebuah misi besar, bukan sekadar dipaksa 

mematuhi regulasi baru. 

2. Model Kolegial dan Kepemimpinan Distributif (Distributive Leadership) 

Model kolegial berasumsi bahwa pengelolaan lembaga pendidikan harus didasarkan 

pada pembagian kekuasaan dan pengambilan keputusan bersama (shared decision-making). 

Turunan praktis dari model ini dalam inovasi digital adalah penerapan kepemimpinan 

distributif. 

Di era siber, mustahil seorang kepala sekolah menguasai seluruh detail teknis 

algoritma LMS, keamanan data, atau metodologi pembelajaran digital terkini. Pimpinan 

yang memaksakan kontrol sentralistik justru akan memperlambat adopsi inovasi. 

Kepemimpinan distributif memecah kebuntuan ini melalui dua strategi: 

• Desentralisasi Otoritas Teknologi: Kepala sekolah mendistribusikan pengaruh dan 

tanggung jawab pengelolaan teknologi kepada para guru atau staf yang memiliki 

kompetensi digital tinggi (biasanya kelompok early adopters atau guru-guru muda), 

tanpa memandang hierarki jabatan struktural konvensional. 

• Pembentukan Jaringan Flat (Struktur Datar): Struktur koordinasi diubah menjadi 

jejaring kerja yang lebih mendatar. Ketika seorang guru mengalami kendala teknis 
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(misalnya gagal mengunggah nilai ke sistem), mereka tidak perlu melewati jalur 

birokrasi berbelit (melapor ke Wakasek, lalu ke Kepala Sekolah, baru ke Teknisi). 

Mereka dapat langsung berkoordinasi secara horizontal dalam jaringan tim teknologi 

yang telah dibentuk. 

Sinergi antara kepemimpinan transformasional dan distributif ini pada akhirnya akan 

mengubah budaya sekolah menjadi apa yang disebut Bush (2020) sebagai Komunitas Belajar 

Profesional (Professional Learning Communities / PLC). Dalam ekosistem PLC, sekolah 

bermutasi menjadi ruang belajar bersama, di mana ruang kelas tidak lagi menjadi pulau-pulau 

terisolasi yang tertutup bagi guru lain.  

Pimpinan lembaga pendidikan memanfaatkan kultur kolegial ini untuk memicu difusi 

inovasi secara organik melalui: 

• Keterbukaan Berbagi Praktik Baik (Deprivatization of Practice): Guru-guru secara 

terbuka saling mengobservasi cara sejawatnya mengajar menggunakan teknologi baru, 

bertukar kiat, dan mendiskusikan kegagalan instruksional tanpa rasa takut dinilai buruk oleh 

manajemen. 

• Kolaborasi Reflektif: Evaluasi berkala terhadap penggunaan teknologi dilakukan bersama-

sama untuk menemukan solusi atas kendala pembelajaran, sehingga inovasi digital terus 

mengalami penyempurnaan (iterasi) secara berkelanjutan. 

Melalui lensa teori Tony Bush ini, jelas bahwa manajemen inovasi pendidikan di era digital 

menuntut keberanian pimpinan untuk meruntuhkan menara hierarki birokrasi dan 

menggantinya dengan jejaring kolaboratif yang berbasis pada kepercayaan dan pemberdayaan 

kompetensi SDM. 

 

C. Pemetaan Sosiologis dan Akselerasi Difusi Inovasi Lokal (Rusdiana) 

Jika Michael Fullan menyoroti dimensi psikologis perubahan dan Tony Bush berfokus 

pada restrukturisasi kepemimpinan, maka Rusdiana (2021) dalam konteks sosiologi pendidikan 

di Indonesia menekankan pentingnya kontekstualisasi lokal dalam manajemen inovasi. 

Adaptasi teknologi di lembaga pendidikan tidak terjadi di ruang hampa. Proses difusi inovasi 

selalu berkelindan dengan realitas kultural, kesenjangan geografis, dan keberagaman 

karakteristik sosial ekonomi masyarakat sekolah. 

Oleh karena itu, Rusdiana menggarisbawahi bahwa efektivitas manajemen inovasi sangat 

bergantung pada kemahiran pimpinan dalam melakukan pemetaan sosiologis terhadap ekosistem 

internal institusinya sebelum mengeksekusi perubahan. 

1. Tipologi Kesiapan Digital (Digital Readiness) Guru Lokal 

Mengontekstualisasikan Teori Difusi Inovasi Everett Rogers ke dalam realitas sekolah 

di Indonesia, Rusdiana (2021) memetakan tenaga pendidik ke dalam tiga klaster sosiologis 

yang membutuhkan perlakuan manajerial yang berbeda: 

• Kelompok Early Adopters (Guru Penggerak Digital): Biasanya diisi oleh guru-guru 

generasi muda (digital natives) yang adaptif, memiliki literasi digital tinggi, dan antusias 

mencoba platform baru. Dalam manajemen inovasi, kelompok ini tidak boleh 

dibbiarkan bergerak sendiri tanpa arah, melainkan harus diwadahi secara formal sebagai 

motor penggerak perubahan (change agents). 

• Kelompok Late Majority (Mayoritas Bersikap Amtenar): Kelompok guru yang baru 

bersedia bermigrasi ke sistem digital jika sudah ada instruksi formal yang mengikat 

(seperti regulasi kedinasan atau yayasan) serta pembuktian nyata dari rekan sejawatnya. 

Manajemen harus fokus menyediakan bukti empiris (evidence of success) untuk 

merangkul kelompok ini. 

• Kelompok Laggards (Kelompok Kolot/Resisten): Umumnya merupakan guru-guru 

senior yang mendekati masa pensiun. Hambatan mereka bukan sekadar teknis (tech-

illiteracy), melainkan hambatan psikologis berupa kecemasan akan hilangnya otoritas 

kewibawaan mengajar di depan kelas yang kini digantikan oleh layar digital. 
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2. Pendekatan Humanistik-Partisipatif vs Teknosentris 

Riset Rusdiana (2021) menunjukkan bahwa kegagalan adopsi teknologi di berbagai 

sekolah sering kali disebabkan oleh pendekatan manajemen yang terlalu teknosentris—

hanya fokus pada pemenuhan target kuantitatif unggah dokumen, pengadaan gawai, atau 

statistik login aplikasi. Pendekatan ini memicu resistensi bawah tanah (silent resistance), di 

mana guru mematuhi sistem hanya secara formalitas demi menggugurkan kewajiban 

administratif, tanpa mengubah kualitas esensial pembelajarannya. 

Sebagai solusinya, manajemen inovasi harus bergeser ke arah pendekatan 

humanistik-partisipatif. Artinya, pimpinan sekolah menempatkan teknologi sebagai alat 

(tool), sedangkan manusia (guru dan siswa) tetap sebagai subjek utama. Inovasi digital harus 

dikomunikasikan sebagai solusi untuk meringankan beban kerja guru, bukan sebagai 

instrumen baru untuk mengawasi dan menghakimi kinerja mereka. 

 

3. Mengelola Inovasi Top-Down dari Kebijakan Makro 

Dalam sistem pendidikan lokal, sekolah sering kali menjadi objek penerima dampak 

dari kebijakan inovasi yang bersifat top-down dari kementerian atau dinas pendidikan 

(misalnya kewajiban pengisian platform rapor pendidikan digital atau implementasi 

kurikulum baru). 

Dalam situasi ini, fungsi manajemen inovasi di tingkat mikro (sekolah) adalah 

bertindak sebagai "penerjemah kebudayaan" (cultural translator). Kepala sekolah dan tim 

manajemen harus mampu menyaring, menyederhanakan, dan mengemas regulasi makro 

yang rumit tersebut ke dalam instruksi kerja harian yang realistis, sesuai dengan daya dukung 

infrastruktur dan tingkat kompetensi riil yang dimiliki oleh staf pengajar di sekolahnya. 

 

Strategi Manajemen Inovasi di Era Digital 

Untuk mendaratkan teori-teori di atas ke dalam praktik tata kelola institusi, lembaga pendidikan 

harus mengeksekusi tiga strategi manajerial yang terintegrasi: 

A. Integrasi Teknologi Secara Sistemik dan Arsitektur Pembelajaran 

Dalam mengeksekusi strategi manajemen inovasi, langkah awal yang krusial adalah 

menggeser paradigma pemanfaatan teknologi dari yang bersifat sporadis-parsial menuju 

sistemik-struktural. Selama ini, banyak lembaga pendidikan terjebak dalam adopsi teknologi 

berbasis selera individu guru (isolated innovation). 

Sebagai contoh, seorang guru menggunakan aplikasi kuis digital tertentu, sementara guru 

lain menggunakan platform berbeda, tanpa adanya standardisasi dari pihak manajemen. Kondisi 

ini tidak hanya membingungkan siswa, tetapi juga menciptakan sekat-sekat data yang 

menyulitkan institusi dalam melakukan evaluasi mutu secara komprehensif. 

Untuk mengatasi hal tersebut, manajemen inovasi mendesain apa yang disebut sebagai 

Arsitektur Pembelajaran Digital (Digital Learning Architecture). Haleem et al. (2022) 

menegaskan bahwa arsitektur pembelajaran bukan sekadar tumpukan perangkat keras dan 

aplikasi, melainkan sebuah ekosistem digital terintegrasi yang memetakan bagaimana data, 

konten, dan interaksi pedagogis mengalir secara mulus untuk mendukung pencapaian capaian 

pembelajaran. 

Arsitektur pembelajaran yang ideal dalam manajemen modern umumnya terdiri dari tiga 

lapisan (layers) yang saling mengunci: 

1. Lapisan Interaksi Instruksional (The Front-End Interface) 

Lapisan ini adalah ruang temu digital antara pendidik dan peserta didik. Manajemen 

sekolah menetapkan standardisasi penggunaan Learning Management System (LMS) 

berbasis awan (Cloud-based LMS) sebagai pusat komando pembelajaran hibrida. Di tingkat 

ini, platform tidak sekadar menjadi tempat mengunggah dokumen PDF atau tautan video, 

melainkan dirancang sebagai ruang baca digital yang fleksibel, interaktif, dan mendukung 

pembelajaran asinkronus yang mandiri. 
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2. Lapisan Repositori dan Konten Adaptif (The Data and Content Layer) 

Inovasi tata kelola yang efektif menuntut manajemen untuk membangun bank data 

materi yang tersentralisasi. LMS harus terhubung langsung dengan perpustakaan digital (e-

library) institusi dan repositori bahan ajar yang terkurasi. 

Dengan intergrasi sistemik ini, kurikulum digital dapat dikembangkan secara dinamis. 

Materi pembelajaran dapat disesuaikan secara otomatis berdasarkan kecepatan belajar siswa 

(adaptive learning), yang didasarkan pada rekam jejak kompetensi metakognitif yang 

terekam oleh sistem. 

3. Lapisan Analitis dan Otomatisasi Administrasi (The Back-End Analytical Layer) 

Ini adalah wilayah di mana teknologi secara nyata meringankan beban kerja manajerial 

para guru. Melalui sistem yang terintegrasi, proses penilaian formatif seperti kuis objektif, 

penyerahan tugas, hingga pelacakan keaktifan diskusi terjadi secara otomatis (automated 

assessment). Data nilai dari LMS langsung mengalir ke dalam Sistem Informasi Manajemen 

(SIM) Akademik sekolah tanpa perlu input manual berulang kali oleh guru. 

Urgensi utama dari pembangunan arsitektur pembelajaran yang sistemik ini adalah 

memangkas apa yang disebut dalam manajemen organisasi sebagai "Administrative Noise" 

(kebisingan administratif). Banyak guru mengalami kelelahan profesional (burnout) bukan 

karena aktivitas mengajar, melainkan karena waktu mereka habis terkuras untuk merekap nilai 

secara manual, mengisi presensi di berbagai platform yang berbeda, dan menyusun laporan 

birokrasi yang repetitif (Mulyasa, 2022). 

Ketika manajemen berhasil mengintegrasikan seluruh teknologi ini ke dalam satu arsitektur 

yang harmonis, efisiensi institusional akan melonjak drastis: 

• Satu Sumber Kebenaran Data (Single Source of Truth): Institusi hanya memiliki satu 

basis data tunggal. Pengawas, kepala sekolah, guru, siswa, hingga orang tua mengakses data 

pencapaian yang sama secara real-time sesuai dengan hak akses masing-masing. 

• Pengembalian Waktu Guru (Reclaiming Teachers' Time): Waktu guru yang semula habis 

untuk urusan klerikal (administrasi manual) dapat dialihkan sepenuhnya untuk merancang 

strategi pembelajaran yang lebih kreatif, memberikan umpan balik (feedback) yang personal 

dan mendalam bagi siswa, serta melakukan refleksi pedagogis bersama sejawat. 

Melalui integrasi teknologi secara sistemik ini, manajemen inovasi berhasil mengubah 

peran teknologi dari yang semula dianggap sebagai "beban administratif baru" menjadi "enabler" 

(penggerak) utama yang memerdekakan potensi profesional para pendidik. 

 

B. Peningkatan Kompetensi Digital Berkelanjutan (Continuous Professional Development / 

CPD) Berbasis Komunitas 

Strategi kedua dalam manajemen inovasi berfokus pada pengondisian dan peningkatan 

kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Infrastruktur digital yang canggih dan arsitektur 

pembelajaran yang terintegrasi penuh tidak akan memberikan dampak transformatif jika para 

pendidik sebagai operator utama tidak memiliki kematangan digital (digital maturity) yang 

memadai. 

Mulyasa (2022) menegaskan bahwa salah satu kesalahan fatal manajemen sekolah dalam 

mengeksekusi program digitalisasi adalah ketergantungan pada model pelatihan konvensional 

yang bersifat parsial atau sekali selesai (one-shot workshop). Model pelatihan seperti ini terbukti 

tidak efektif karena beberapa alasan mendasar: 

• Kehilangan Momentum: Guru sering kali merasa antusias saat pelatihan, tetapi antusiasme 

tersebut luntur ketika mereka kembali ke sekolah dan menghadapi kendala teknis sendirian 

di kelas tanpa pendampingan. 

• Abai Terhadap Konteks: Pelatihan massal dari luar sering kali menggunakan asumsi 

sarana yang ideal, yang kerap kali tidak sesuai dengan realitas daya dukung dan karakteristik 

siswa di sekolah lokal. 

• Fokus Teknis, Abai Pedagogis: Pelatihan terlalu banyak menghabiskan waktu untuk 

melatih cara mengeklik menu atau fitur aplikasi (baca: dimensi materi baru), tetapi lupa 
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mengajarkan bagaimana mengintegrasikan fitur tersebut ke dalam skenario pembelajaran 

yang interaktif. 

Sebagai antitesis dari model one-shot workshop, manajemen inovasi modern menerapkan 

strategi Pengembangan Profesi Berkelanjutan (Continuous Professional Development / CPD) 

berbasis Komunitas. Strategi ini memindahkan pusat pelatihan dari lembaga diklat luar ke dalam 

ekosistem internal sekolah itu sendiri melalui tiga pilar operasional: 

1. Penerapan Peer-Mentoring dan Reverse Mentoring 

Mengaitkan strategi ini dengan pemetaan sosiologis Rusdiana (2021), kepala sekolah 

mengorganisasikan guru ke dalam kelompok-kelompok belajar kecil yang heterogen. Guru-

guru dari kelompok early adopters didapuk sebagai mentor sejawat (peer-mentors) bagi 

rekan-rekan mereka yang berada di kelompok late majority. 

Menariknya, era digital juga membuka ruang bagi penerapan "reverse mentoring"—

sebuah kondisi di mana guru-guru muda yang baru direkrut (digital natives) diberikan 

panggung untuk mementor guru-guru senior (digital immigrants) khusus dalam hal 

operasional teknologi, sementara guru senior tetap membimbing guru muda dalam hal 

manajemen kelas dan kearifan pedagogis. Pendekatan sosiologis ini efektif meruntuhkan 

sekat psikologis dan ego sektoral antar-generasi pendidik. 

2. Desain Pelatihan Berbasis Masalah Riil (Problem-Based CPD) 

Siklus CPD di sekolah dirancang bukan berdasarkan paket kurikulum dari luar, 

melainkan dari daftar kendala harian yang dihadapi guru. Pelatihan dikemas dalam bentuk 

Focus Group Discussion (FGD) berkala atau workshop klinis singkat. 

Sebagai contoh, jika pada minggu pertama guru mengeluhkan rendahnya keterbacaan 

ruang baca digital oleh siswa, maka agenda CPD minggu tersebut adalah mendesain ulang 

tata letak visual materi di LMS. Pelatihan yang langsung menyentuh penyelesaian masalah 

konkret di lapangan terbukti jauh lebih cepat diadopsi oleh guru (Fullan, 2023). 

3. Institusionalisasi Refleksi Melalui Lesson Study Digital 

CPD berbasis komunitas mencapai puncaknya ketika sekolah berhasil melembagakan 

tradisi refleksi kolektif. Pimpinan sekolah memfasilitasi kegiatan lesson study yang 

disesuaikan dengan konteks digital. 

Sepasang guru secara kolaboratif merancang satu modul pembelajaran daring, salah 

satu guru mempraktikkannya di kelas (baik tatap muka maupun virtual), sementara guru lain 

bertindak sebagai observer yang merekam interaksi siswa. Pasca-pembelajaran, tim 

melakukan evaluasi bersama untuk melihat efektivitas platform yang digunakan. 

Melalui manajemen CPD yang berkelanjutan ini, fokus peningkatan kapasitas guru 

diarahkan untuk mencapai keseimbangan dinamis yang disebut sebagai TPACK (Technological 

Pedagogical Content Knowledge). Manajemen sekolah memastikan bahwa guru tidak hanya 

menguasai materi pelajaran (Content Knowledge) dan cara mengajar konvensional (Pedagogical 

Knowledge), melainkan mampu mengiriskan keduanya secara harmonis dengan penguasaan 

teknologi digital (Technological Knowledge). Ketika kompetensi TPACK ini telah mengakar 

kuat di dalam komunitas belajar sekolah, inovasi digital tidak lagi dipandang sebagai instruksi 

yang membebani dari manajemen, melainkan telah menjelma menjadi budaya kerja harian 

(corporate culture) yang melekat pada profesionalisme pendidik. 

 

C. Pengambilan Keputusan Berbasis Data (Data-Driven Decision Making) 

Strategi ketiga dalam manajemen inovasi pendidikan berfokus pada reformasi sistem 

pengambilan keputusan (governance). Pembangunan arsitektur pembelajaran yang sistemik dan 

peningkatan kapasitas SDM yang berkelanjutan pada akhirnya bermuara pada satu aset baru yang 

sangat berharga bagi institusi modern: kelimpahan data (big data) pendidikan. 

Tradisi manajemen sekolah konvensional selama ini sering kali terjebak dalam apa yang 

disebut anecdotal bias (bias anekdot) kondisi di mana kebijakan strategis diambil berdasarkan 

intuisi, asumsi normatif, atau keluhan subjektif dari segelintir pihak yang kebetulan terdengar 

oleh pimpinan. Di era digital, manajemen inovasi merombak total kebiasaan lama ini. Mulyasa 
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(2022) menegaskan bahwa esensi utama dari digitalisasi institusi adalah mengubah data mentah 

yang berserakan di berbagai platform menjadi informasi yang matang dan dapat ditindaklanjuti 

(actionable insights) oleh pimpinan lembaga. 

Untuk mengimplementasikan pengambilan keputusan berbasis data secara efektif, 

manajemen sekolah harus mengoptimalkan tiga tahapan operasional berikut: 

1. Transformasi Tata Kelola: Dari Intuisi ke Analitika Empiris 

Ketika Sistem Informasi Manajemen (SIM) Sekolah telah terintegrasi dengan 

Learning Management System (LMS), kepala sekolah dan tim manajemen tidak lagi 

mengevaluasi mutu institusi secara retrospektif (melihat ke belakang saat semester telah 

usai). Evaluasi bergeser menjadi bersifat riil dan prediktif. Pimpinan dapat memantau 

indikator kinerja utama secara harian melalui dasbor analitik digital, mulai dari tingkat 

retensi membaca siswa di perpustakaan digital, efektivitas penyerapan anggaran, hingga 

indeks kinerja mengajar guru berdasarkan metrik interaksi di ruang kelas maya. 

2. Sinkronisasi Data dan Dasbor Analitik Terpadu 

Inovasi tata kelola menuntut adanya dasbor manajemen tunggal (centralized 

management dashboard). Data-data yang masuk dari berbagai pintu seperti log aktivitas 

belajar siswa di LMS, kecepatan guru dalam memberikan umpan balik tugas, hingga rekam 

jejak kehadiran digital diolah oleh sistem menjadi grafik kecenderungan (trend analysis). 

Sebagai contoh, jika sistem menunjukkan grafik penurunan durasi akses siswa pada 

ruang baca digital di mata pelajaran tertentu, manajemen dapat segera mengundang rumpun 

guru terkait untuk mendiskusikan apakah materi yang diunggah terlalu monoton atau tingkat 

kerumitannya melebihi kapasitas metakognitif siswa (Bush, 2020). 

3. Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) dan Intervensi Presisi 

Manfaat paling revolusioner dari strategi berbasis data ini adalah kemampuan lembaga 

untuk melakukan intervensi secara presisi sebelum masalah fatal terjadi. Di masa lalu, 

sekolah baru menyadari seorang siswa mengalami kegagalan belajar ketika nilai Ujian Akhir 

Semester (UAS) keluar sebuah kondisi yang sudah terlambat untuk diperbaiki. 

Melalui analitik data pembelajaran, manajemen dapat memasang algoritma Early 

Warning System (Sistem Peringatan Dini). Jika seorang siswa menunjukkan pola penurunan 

keaktifan diskusi dan latensi (keterlambatan) pengumpulan tugas selama tiga minggu 

berturut-turut, sistem akan otomatis mengirimkan notifikasi kepada guru bimbingan 

konseling (BK) dan wali kelas. 

Penerapan strategi ini memberikan dua dampak positif yang signifikan pada ekosistem 

manajemen sekolah: 

• Objektivitas dan Transparansi Kebijakan: Kebijakan kepala sekolah—baik dalam hal 

mutasi tugas guru, pemberian insentif prestasi, hingga perubahan alokasi anggaran 

operasional menjadi sangat objektif karena didasarkan pada visualisasi data kinerja yang riil, 

bukan atas dasar suka atau tidak suka (like and dislike). Hal ini efektif membangun 

kepercayaan (trust) di kalangan staf pendidik. 

• Efisiensi Alokasi Sumber Daya: Sekolah tidak perlu menghamburkan anggaran untuk 

program-program yang bersifat tebakan. Jika data menunjukkan bahwa kelemahan utama 

siswa terletak pada kompetensi numerasi di platform asesmen digital, maka anggaran CPD 

dapat difokuskan 100% untuk pelatihan metodologi pengajaran numerasi kreatif pada 

periode tersebut. 

Melalui data-driven decision making, manajemen inovasi pendidikan berhasil 

meningkatkan derajat akurasi kebijakan institusi. Sekolah tidak lagi bergerak meraba-raba di 

dalam gelap, melainkan melangkah pasti dengan panduan navigasi data yang akurat, menjamin 

setiap keputusan yang diambil berkontribusi langsung pada peningkatan mutu pembelajaran 

siswa (Fullan, 2023). 
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Tantangan dan Solusi Implementasi Inovasi 

Proses transisi tata kelola menuju ekosistem pendidikan digital tidak pernah berjalan linier 

dalam ruang hampa. Ketika sebuah sistem baru diperkenalkan, friksi organisasional hampir pasti 

terjadi. Manajemen inovasi yang efektif tidak mengasumsikan bahwa proses adopsi akan berjalan 

mulus, melainkan secara proaktif memetakan potensi risiko dan menyediakan bantalan manajerial 

untuk mengatasinya. 

A. Anatomi Tantangan: Hambatan Struktural dan Kultural 

Berdasarkan sintesis literatur manajemen pendidikan kontemporer, hambatan dalam 

transformasi digital dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori besar: 

1. Kesenjangan Infrastruktur dan Literasi (The Structural Digital Divide) 

Hambatan ini bersifat teknis namun berdampak sistemik. Banyak lembaga pendidikan 

menghadapi masalah ketidakstabilan pasokan daya, keterbatasan bandwidth internet, serta 

perangkat keras yang tidak memadai untuk menjalankan arsitektur pembelajaran modern 

(Haleem et al., 2022). 

Kondisi struktural ini diperparah oleh kesenjangan literasi digital antar-generasi 

pendidik. Guru-guru senior sering kali membutuhkan waktu adaptasi (learning curve) yang 

jauh lebih lama, sehingga kecepatan operasional institusi menjadi timpang. 

2. Inersia Kultural dan Pseudo-Compliance (The Cultural Barrier) 

Hambatan kultural jauh lebih berbahaya daripada hambatan teknis. Rusdiana (2021) 

mengidentifikasi adanya fenomena inersia kultural (cultural inertia), yaitu kecenderungan 

organisasi untuk menolak perubahan dan bertahan pada zona nyaman konvensional. Guru-

guru merasa bahwa metode tatap muka tradisional yang telah mereka praktikkan selama 

berpuluh-puluh tahun sudah cukup efektif, sehingga digitalisasi dipandang sebagai proyek 

pemborosan yang dipaksakan. 

Dampak dari inersia ini adalah munculnya "Pseudo-Compliance" (kepatuhan semu). 

Guru mematuhi instruksi penggunaan teknologi hanya pada tingkat formalitas klerikal 

seperti sekadar mengunggah dokumen di LMS agar tidak ditegur pimpinan namun esensi 

proses pembelajarannya di kelas tetap menggunakan paradigma lama yang berpusat pada 

guru (teacher-centered). 

 

B. Solusi Manajerial: Kerangka Aksi Transformasi 

Untuk meruntuhkan tembok penghalang tersebut, pimpinan lembaga pendidikan tidak bisa 

hanya mengandalkan pendekatan koersif (pemaksaan lewat surat edaran). Diperlukan strategi 

intervensi yang terstruktur melalui dua pendekatan teoretis berikut: 

1. Mengorkestrasi Gerakan Melalui Tri-Level Reform 

Mengadopsi pemikiran makro Michael Fullan (2023), inovasi institusional tidak akan 

mampu bertahan lama (sustainable) jika sekolah bergerak secara terisolasi. Manajemen 

sekolah harus membangun jembatan komunikasi untuk menyelaraskan tiga level reformasi: 

• Level Makro (Kebijakan & Pendanaan): Kepala sekolah berkolaborasi dengan pihak 

yayasan (bagi sekolah swasta) atau pemerintah daerah (bagi sekolah negeri) untuk 

mengamankan kepastian regulasi dan alokasi anggaran yang berkelanjutan. Tujuannya 

adalah memastikan bahwa pengadaan teknologi didukung oleh dana perawatan 

(maintenance) jangka panjang, bukan hanya dana pembelian di awal. 

• Level Meso (Dinas Pendidikan & Pengawas): Manajemen sekolah mengundang 

pengawas sekolah dan dinas terkait untuk menyamakan persepsi mengenai standardisasi 

mutu. Langkah ini penting agar instrumen supervisi yang digunakan oleh pengawas luar 

selaras dengan inovasi digital yang sedang dibangun di dalam sekolah. 

• Level Mikro (Internal Sekolah): Ini adalah wilayah eksekusi harian di mana kepala 

sekolah memastikan adanya keselarasan antara visi manajemen, kesiapan teknisi 

(helpdesk), dan implementasi nyata oleh guru di ruang kelas. 
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2. Aktivasi Kepemimpinan Distributif dan Digital Taskforce 

Sebagai solusi atas keterbatasan kapasitas teknis pimpinan dan resistensi kultural staf, 

model kepemimpinan distributif dari Tony Bush (2020) harus diwujudkan dalam struktur 

formal berbentuk Gugus Tugas Transformasi Digital (Digital Transformation Taskforce). 

Kepala sekolah mendelegasikan otoritas kepada guru-guru penggerak (early adopters) 

di setiap rumpun mata pelajaran atau tingkat kelas untuk menjadi ketua tim kecil. Strategi 

ini bekerja melalui dua mekanisme pelindung: 

• Mereduksi Kebisingan Teknis (Tech-Anxiety): Ketika guru senior mengalami 

kendala di tengah kelas (misalnya, platform ujian tiba-tiba eror), mereka tidak perlu 

panik atau mengantre ke ruang teknisi pusat. Ketua tim kecil di rumpunnya yang 

merupakan rekan sejawat sendiri dapat memberikan penanganan instan secara 

horizontal. 

• Mitigasi Hambatan Psikologis: Pendekatan sejawat (peer-to-peer) jauh lebih efektif 

mereduksi resistensi kultural daripada teguran dari kepala sekolah. Guru senior akan 

lebih terbuka untuk belajar ketika didampingi oleh rekan sejawat dalam suasana kolegial 

yang hangat, tanpa merasa dihakimi atas ketidakmampuannya. 

Melalui kombinasi Tri-Level Reform dan Kepemimpinan Distributif ini, manajemen 

inovasi pendidikan berhasil mengubah tantangan struktural-kultural menjadi peluang 

konsolidasi organisasi. Transformasi digital tidak lagi berjalan sebagai pemaksaan yang 

mekanis, melainkan sebuah gerakan kebudayaan yang inklusif dan partisipatif. 

 

 

SIMPULAN 

 

Berdasarkan tinjauan literatur terhadap berbagai kajian mutakhir, dapat disimpulkan bahwa 

manajemen inovasi pendidikan di era digital bukanlah sekadar proyek mekanis pengadaan 

infrastruktur teknologi informasi, melainkan sebuah proses transformasi budaya organisasi yang 

kompleks. Keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada kemampuan pimpinan dalam 

mengintegrasikan aspek keunggulan teknologi dengan kesiapan psikologis serta kompetensi nyata 

sumber daya manusianya. Merujuk pada teori Michael Fullan (2023), kegagalan adopsi teknologi 

atau jebakan "pseudo-innovation" hanya dapat dihindari apabila lembaga pendidikan mampu 

mengawal perubahan secara simultan pada tiga dimensi mendasar, yaitu penyediaan materi/teknologi 

baru, pembaruan praktik instruksional pedagogis, dan reformasi keyakinan batin pendidik agar 

institusi selamat dari fase kritis implementation dip. 

Untuk mendaratkan kerangka teoretis tersebut ke dalam tataran praktis, artikel ini menyintesis 

tiga pilar strategi manajemen operasional yang saling mengunci demi meningkatkan efisiensi 

institusional. Pertama, pembangunan arsitektur pembelajaran secara sistemik terbukti mampu 

memangkas administrative noise sehingga mengembalikan waktu produktif guru untuk fokus pada 

bimbingan instruksional. Kedua, penerapan Pengembangan Profesi Berkelanjutan (CPD) berbasis 

komunitas melalui peer-mentoring dan reverse mentoring efektif mempercepat pematangan 

kompetensi digital guru dalam kerangka TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge). 

Ketiga, penguatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang terintegrasi memfasilitasi pengambilan 

keputusan berbasis data (data-driven decision making), yang mendasari lahirnya kebijakan prediktif 

serta sistem peringatan dini (early warning system) yang presisi terhadap dinamika akademik peserta 

didik. 

Pada akhirnya, tantangan struktural berupa kesenjangan sarana serta hambatan kultural berupa 

inersia organisasi harus dimitigasi melalui pendekatan manajerial yang humanistik-partisipatif. 

Model kepemimpinan formal-sentralistik yang kaku harus digantikan oleh kepemimpinan distributif 

melalui pembentukan Digital Transformation Taskforce di tingkat sejawat guna mereduksi 

kecemasan teknologi (tech-anxiety) dan fenomena kepatuhan semu (pseudo-compliance). Melalui 

pengorkestrasian gerakan yang selaras di tiga tingkatan (Tri-Level Reform (makro), meso, dan mikro), 

manajemen inovasi akan berhasil mengubah tata kelola institusi menjadi sebuah organisasi 
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pembelajar yang lincah (agile), tangguh, dan mampu menghadirkan mutu layanan pendidikan yang 

relevan dengan tuntutan zaman secara berkelanjutan. 
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